
GUBER}IUR I-AMPUNG
KEPUTUSAN GUBERI{UR LAMPUNG

NOMOR I G I LL4 I 8.06 I ttt<l 20.23

TENTANG

PENUNJUI(A.IT KT'ASA PENGGI'NA AIYGGARAN, PE.'ABAT PEMBUAT KOMITMEIT,
PEJABAT PENA"ITDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAIIARA

PEITGELUARAI{ ANGIGARAI{ PENDAPATAN DAN BELANJA NEIGARA/
DEKOITSEIYTRASI PADA BADAN PERTNCANAAN PEMBANGUNAN DA.ERAH

PROVINSI LAMPUNG TAIIUI AITGGARAN 2023

GUBERI{UR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi yang
bertanggungiawab baik dari segi lisik maupun efisiensi dan
efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/ Dekonsentrasi Tahun Atggaran 2023;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut di atas, agar pelaksanaa.nnya dapat be{alan tertib,
perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangal
Negara;

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter,tang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O13 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
5O Tahun 2018;

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

1.

2.

.).

Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-055.01.3.12OO22/2O23,
tanggal 3O November 2022;

Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-010.04.3.484124/2023,
tanggal 3O November 2022;

Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung Nomor : 900/69 IVI.OI/PMPE.P/2023, Hal
Usulan Pejabat Perbendaharaan APBN Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023, tanggal 12 Janwari 2023;

MEMUTUSKAN:

I(EPUTUSAN GUBERNUR TEITTANG PENUNJUI(AN KUASA
PEI{G}GUNA ANGGARAII, PE.'ABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PE.IABAT PENANDATAITGAN SURAT PERII{TAII MEMBAYAR,
DAN BEilDAHARA PENGELUARAN ANGIGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEC}ARA/DEKOITSENTRASI PAI)A BADAN
PERENCAITAAN PEMBAITGUT{AN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAIIUN ANGGARAN 2023.

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/ Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023,
dengan Nama Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil' narna
program/kegiatan, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. men5rusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan
(POK);

KEDUA

..)-



KETIGA

KEEMPAT

.)

d. melakukan Lindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggar.rn Belanj a Negara;

e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas
beban anggaran negara;

f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

g. mengawasi penatausahaaa dokumen dan tralsaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen
memitki tugas dan wewenang:

a. men5rusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian

dengan Penyedia Barang/Jasa;

d. melaksanakan kegiatan swakelola;

e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas
perjanjian yang dilakukannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;

g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara;

h. membuat dal menandatangani Surat Permintaan Pembayaran
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat
Permintaan Pembayaran;

i. melaporkal pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran;

j. menyerahkan hasil pekeq'aan pelaksanaan kegiatan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

1. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
Belanja Negara.

Dalam rangka melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah
Pembayaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
memiliki tugas dan wewenang:

a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan
Pembayaran beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayatafi,
apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
disediakan;

d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
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KELIMA

KtrENAM

KETUJUH

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

a. menerima dan menyimpan uang persediaan;

b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui
uang persediaan;

c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang
persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;

d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan ;

e. melakukan pemotongan/ pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
Negara ke rekening Kas Umum Negara;

g. menatausahakan transaksi uang persediaan;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi ualg persediaan;

i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

j. menyampaikan laporan pertanggungiawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum
Negara; dan

k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2023, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan
Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan
dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara
Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan.

KEDELAPAN
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KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal I februdfi 2023

GUBER.IIUR LAUPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar l,ampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Larnpung di Bardar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi ta.mpung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
1 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama P[ Bank Lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN: KEPUTUSANGI.JBERNURT,AMPLNG

NOMOR : G/ 114 18.06 IHW 2023
TANGGAL : I FEBRUARI 2023

DAIII'AR NAMA.NAMA PIJJAI]AITPIJCAWAI NI,CHRI SIPIL YANG DTIUNJUK SEI]AGAI KIJASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJAI-]AI' PEMI]IJAT KOMf fMEN. PEJABATPENANDAI'ANGAN S(JRAT PERIN fAI{ MEMBAYAR,

DAN BNNDAHARA PI]NGI]I-IJARAN ANGGARAN PI]NDAPATAN DAN BIII,ANJA NIIGARA/DEKONSENTRASI
PADA BADAN PIIRIINCANNNN PEMBNNGUNAN DAERAH PROVINSI I,AMPLNG TAHUN ANGGARAN 2023

SURA'I'
PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN

ANGCARAN

MATA
ANCGARAN

PROCRA[,U
KEGIATAN DANA (Rp)

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

PEIABAT
PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH

MEMBAYAR
(PPSPM)

BENDAHARA
PFNGEI,UARAN

KETERA NCAN

I l .{ 5 1 {3 9 t0

I sP DIPA-055.01.3,
12002212023

30- ll-2022

(0ss)
(01 )
( r2)

(t2oo22)

1.16.1.59.1.000,- Ir. Mulyadi lrsa!. M.T
NIP. 19670517199303 l 0r I

Pembina Utama Madya (lV/d)
Kepals Badan Perencanaan

Pembangunan Da€rah Provinsi
Lampuns

Badsn PercncanE n
Pembargunan
Daerah Provinsi
Lampung

Ll sP DIPA-o55.01.3.
12002212023
30-l t-2022

055.01.cK Program Percncanaan
Pcmbangunan
Nasional

1.r63,591.000,- Ir. Mulyadi Inan, M.T
NIP. 19670517 199303 l 01 I
Pembina UtEma Mady8 (lv/d)

Kepala Badal Percncanaan
Pembangunan Daerah Provinsi

LamDurrg

Ir. Andrya Yunila HEstuti.,
M.Si

NIP. t967060E 199203 2 006
Pembina Tk. I (lv/t)

Salisiara S.E.
NIP. t9680516 199503

2 003
Penala Tk. I (llud)

Nelly Astuti, SE, MM
NrP. 19800927
20t tol 2 002
Penata (lll/c)

Badan Perelcama!
Pembangunan
Daerah Provinsi
Lampung

r.l. t sP DIPA-055.0r.3.
12002212023
30-t I -2022

055.0r.cK
6271

Percncanaan
Pembangunsr
Nasional I-intas
Bidang

r . r63.591.000.- tr. Mulyadi Irsaq M.T
NIP. 19670517 199303 I 0ll
Pembina Utsma Madya (lv/d)

Kepale Badan Perencanasn
Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung

lr. Andrya Yunila H8stuti.,
M.Si

NIP. t967060E 199203 2 006
Pcmbina Tk. I (lv/b)

Salisiara, S.E.
NIP. r9680516199501

2 003
Pcnata Tk. I (llud)

NeUy Astuti, SE, MM
NlP. 1980092?
201tot 2 002
Penars (lll/c)

Badan Per€ncanaan
Pembangunan
Daerah Provinsi
Lampung

sP DIPA-ot0.04.3
484124/2023
30- t | -2022

(0r0)
(04)
( l2)

(484124)

2.19.2J9.000.- Ir. Mulyadi lrs8n, M.T
NIP. 19670517 t99303 I 0ll
Pembina Utama Madya (lVld)

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan [)a4rah Provinsi

LamDuna

Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah Provinsi
Lampung

NO,



I -7

I 2 l 4 5 6 7 8 .) IO

2.1 sP DIPA4 t0.04.3
484t24n023
30.11-2022

010.04.cM. Progrsrn Pembinaan
Kapasitas
PemcrintEhan Daerah
dan Desa

219.239.000,- Ir. Mulyadi lrsan, M.T
NIP. 19670517 199303 I0
Pembina Utama Madya (lv/d)

Kepsla Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung

lr. Andrya Yunila Hastuti.,
M.Si

NrP. 19670608 199203 2 006
Pembina Tk. I (lV/b)

Sslisiala, S.E.
NIP. 19680516 199503

2 003
Penata Tk- I (llUd)

NeUy Astuti, SE, MM
NIP. 19800927
201tot 2 002
Penara (lll/c)

Badan Percncansatr
PembargunaD
Daerah Provinsi
Lanlpung

2.1.1 sP DIPA-o10.04.3.
484t24/2023
30-l t-2022

010.04.cM
1231

Pembinaan
Penyclenggaman
Hubungan Pusat dan
Daerah serta Kerja
sama Daerah

249 .239 .000,- lr. Mulysdi lrsan. M.T
NtP. 19670517 199303 I0
Pembina Utama Madya (lv/d)

Kepsla Bsdan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi

Lampuns

lr. ADdrya Yunila Hastuti.,
M.Si

NlP. 19670608 t9203 2006
Pembina Tk. I (lv/b)

Salisiar& S.E.
NIP- | 9680516 199503

2 003
Penata Tk. I (lll/d)

Nelly Astuli, SE, MM
NrP. 19800927
201r0l 2 002
Penata (lluc)

Bad&r Perencanaan

PembangunaD
Daerah Provinsi
Lampung

GUBERNI'R LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI


